
GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR ~~ TAHUN 2623

TENTANG
PENCABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbarg :

Mengingat

PROVINSIT RIAU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAFIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Dacrah Nomor © Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran
2023, perl oimenetapxan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanje
Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;

1 Pasel 18 evat .6) Undang-Undang Dasar Negara Kepubak
Tndonesie Cahun 19-5:

N
o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahean Daerah {Lembaran Negara Republik
indoncsia Tahun 2014 Nomor 2:44, Tambahan Lembaran

Negara Republix Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubal beberapa kali teraknir dengan Undang-Undang
Nomor © Tahun 2015 tentang Peruoanan Kedua Atas

Jndarg-Uncang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perncer:ntakan Daerah (Lembaran Negara Repubitk
indonesia Tahun 2UL5 Nomor S58, Tambahan Loembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Underg-Uncéang Nornor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan

Seuangan Antara Pernerintad Pusat Dan Pemerintahan
Daeral: (uembaran Negara Republik Incorcsia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia

Nomor 07571;
Undang-Uncany Nomor 19 Tahun 2022 tentang PrOVINS!ds

Rau Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2022

NOM! loe, Tambdbanan acmbaran Negara Republik
pnidencesin Nomor 6808);
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10.

Peraturan Pemerintah Nomor 109° Tahun 2000 tentang
nedudaukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Jacran (Lombaran Negara Repubiik Incoresia Tahun 2000
Nomor 2.0, Tambahan Lembaran Negare Republik
mdonesia Nomor 4028):
Perattiran Pemerintal: Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaai Keuangan Badan Lavanan sebagaimana
telah diubeh dengan Pereturan Pemerintah Republik
ndonesia nomor 74 Tahur. 2012 tentang Perubahan
Peraluran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengciokian Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembavar
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17},
Tambdéhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
3340):
Perateran Pemerintal: Nomor S Tehun 2006 tenting
capliuian Reuangar Partai Poluik (Lemberan Negare:
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, ‘Tambahan
LeTaADuran Negara Republix Indonesia Nomor 4972}.
sebaguimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Veraluead Pemerintah Nomor | Tehua 2018) tentang

6.

7

Verobedan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Talnus 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pasta!
Politik (Lermoaran Negara Repubhk Indoncsia Tahun 2018
Nomor Ceambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) tentang8.
Slander AKUntans! Pemeriatahan (Leimbaran Negure
Nepubuk Indonesia Tahun 201C Nornor 123. Tembatiuan
Leraberan Negara Republik Indonesia Nomsr 5105);
Peratu.ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Fibah
Lemboran Negara Republik Indonesia Tanun 2012 Noor
o, Tarbahan Lembaran Negara Republik indonesia Noinor

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pernbinaan dean Pengawasan Penvelenggeraan Pemerincah
QJaeran (Lembaran Negara Repubak Indoresia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembararn Negara Repubhk Indonesia
Nomior 60415;
Poeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 contang Flak

SNeuuhvan dan Administrati? Firnpiman dan A\nggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Lerabaran Negara Repubik
Tndonesi«n Tahun 2017 Nomor loo, Tambahan Lembacar

Neogene. Kepublix Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
ditibed. dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 1 Tahun 2023

}

ae



veontang Perubahan Atas Peraiuran Pemerintah Nomor |S
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan can Administratif
Pimpinan dan Anggots Dewan Perwakilan fakvat Daerah
(Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor
0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor
084s):

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20i9 tentang
Pengclolaan Keuangan Daerah: {Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republix Indonesia Nomor 6322);

13. Veraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
eeporan Dan ivaluast Penvelengeeraan Pomerintaliar:

(Lenibaran Negara Repubik Incoresia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6323):

14. Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
entans Pedoman Pengelolaan investas! Pemerintah Daccak
ert. Negara Republik Indonesia Tahun 20:2 Nomor 754);

1S. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
ientang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serla Pelaxsénaan dan Pertanggunyjawaban Dana
Qperaonal (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067):

15. Pcraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2O1S
centanyz Tata Cara Penghitunvan. Pengarmggeran Dalam
Angeavan Pendapatan Dan Belarja Dacrah, Dan Tertib
Administras: Pengajuan, Penvaluran, Dan Laposan
Perlanggungjawaban Penggunaan Bantuar. Keuangan Paria:
Poliuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630). Scbaganmana telah diubeh dengan Peraturan
Menter) Dedam Negert Republik Indonesia Nomor 7& Takun
2O20 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Neger) Nomor 36 VYahun 20!18 Tentang Tata Cara
Poenyvh-tungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendaparan
Qan Belanje Daerah, Dan Tertib Admonisivras: Perngajuan,
Penvaiurarn, Dan Laporan Pertangagungiawaban Penggunaan
igamiuan Keuangan Partal Poliuik (Berita Negara Repubik
Indonesia “ehun 2020 Nomor 1777};

17. Peraturan Menteri Dain Negert Nomor GO Vanun 2019

bomb Klasifikas, Nodetikast, daa Nomenkiatur
Porencanaan Pembangunan Dacrah (Bere Negara Repubik

R

mndoncst: Tehun 2019 Nomor 14-47};



18,

21,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentans Peraturan Pclaksanaan Peraturean Pemerin:ah
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluesi
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Inconesia Tahun 2020 Nomor 283):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
cenling Pedoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah
(Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor
IFSli
Yeraloran Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
centang Tata Cara Evaduasi Rancangan Peraturan Daccah
rentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
vancaagin Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabacan
Anggcan Pendapatan dan Belanja Daereh (Berita Negara
xepubuk Inconesia Tahun 2021 Nomor +431);
Veratusan Mentert Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
venta Pedoman Penyvusunan Rencana Kerja Pemeriniah
Jaera Tehun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor SGv};
Yeratuvan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
renting Pedoman Penvusunan Angegaran Pendapatan dan
clanja Dacran Tanun Anggaran 2023:
Moratucan Daerah Provinsi Riaue Nomor 9 Tahun 200¢
centang Rencana Pembanguran Jangka Panjang Dacrah
Provirist Riad Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provirsi
Sau Sahun 2009 Nomor 9). scbavaimane tclah diubah
denga.. Pesaturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tathttn
207.7 ventang Perubahan Atas Peraturan Daeran Nomor G

Tahun 2CGO9 tentang Rencana Pembangunan Jane«a
Panjang Dacrah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran
Jaecras Previns: Riau Pahun “OL7 Nomor 12):
Poraturcan Daerah Provinsi Riau Nomor + Vahwer 2016
rentang Perabentukan dan Susunan Perangsxat Daccah
(he:iboran Qeeran Provinst Riau Tahan 2QLo Nomor 41

scbkageimana telah ditiban dengan Peraturean Dacrah
Previns! Riau Nomer 3 Tahur. 2020 tentang Perubanan
Neduia Atas Peraturan Dacrah Nornor + Tahum 20!6 tentang
Vemoentukan dan Susunan Perangkat Deacrah (Lembaran
Jacran Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
Peralucan Dacral Provinsi Riau Nomor © Tahun 2016

conta Pokok-Pokok Penzeciolaan Keuanmgan Dacrah
Provinsl Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

1

23

a25

Nomior Of:



Menetapkan :

26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019

27.

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.

2.
3.
4

Provinsi adalah Provinsi Riau.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
Gubernur adalah Gubernur Riau.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD5.

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp10.142.479.986.897 bertambah
sebesar Rp 668.091.720.831 sehingga menjadi Rp10.810.571.707.728
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 9.481.274.379.955

b. Bertambah Rp. 753.762.400.244
Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan Rp. 10.235.036.780.199

Belanja Daerah
a. Semula Rp. 10.142.479.986.897
b. Bertambah Rp. 668.091.720.831



Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 10.810.571.707.728
Pembiayaan Daerah3.

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
a. Semula Rp. 661.205.606.942
b. Berkurang Rp. (85.670.679.413)
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 975.534.927.529

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
a. Semula Rp. 0
b. Bertambah Rp. 0
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 0

Pembiayaan Netto Rp. 575.534.927.529
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp ro

Pasal 3
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini terdiri dari:
1. Lampiran I

Lampiran I]

Lampiran II]

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi
Hibah;
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD
Pemberi Bantuan Sosial;
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan dan;
Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah

Kabupaten.

2.

3.

5.

6.



Pasal i
Pelaksanaan penjabaran APBI) vang ditetapkan dalam Peratucan Gubernur ini
dituangkan lebih laniut dalam Dokumen Peclaksanaan Anggaran Satuan Kerja
|Perangka. Deeran sesaal dengan ketcntuan perundang-undangan.

Pasal d

Poratuuran Gubernur ini muial beriaku pada tangea. diundangkan.,

Agar schap orang menyctihuinva, memerintahker sengundangan Peraturan
Gubernu ini dchgan penempatannyva dalam Berita Daerah,

Ditctapkan cdi Pokanbaru
pada langea:

GUBIERNUR RIAU.

SVAMSUA R

aSesuai Dengan Aslinyasbala Biro Huku

SETDA
LLY/WARDHANI. SH. MH

zina Utama Muda
650823 199203 2 003
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Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
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S.F. HARIYANTO
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